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ABSTRAK 

Hamira. 04020220231 : dengan Judul “Tinjauan Yuridis Penghapusan Girik 

dan Letter C sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan PP Nomor 18 

Tahun 2021”. Di bawah bimbingan Sri Lestari Poernomo sebagai Ketua 

Pembimbing dan Dinaryati Rahim sebagai Anggota Pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta melakukan analisis kedudukan 
hukum Girik dan Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah setelah 
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, sekaligus 
menelaah konsekuensi yuridis dari penghapusan pengakuan kedua dokumen 
tersebut terhadap kepastian hukum hak atas tanah di dalam sistem 

pendaftaran tanah Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 
diterapkan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum 
dilakukan melalui penelusuran dan studi terhadap berbagai sumber hukum 
yang relevan. Seluruh sumber hukum kemudian dianalisis secara normatif 
guna menemukan kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan 

permasalahan yang dikaji. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Girik dan Letter C tidak lagi memiliki 
kedudukan sebagai alat pembuktani kepemilikan hak atas tanah yang sah 
secara yuridis, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum penuh, 
melainkan hanya berperan sebagai dokumen administratif atau bukti 
permulaan atas penguasaan tanah.. Selain itu, penghapusan pengakuan 
terhadap Girik dan Letter C memberikan implikasi hukum berupa penguatan 
jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah 
nasional. Penetapan sertifikat selaku satu-satunya alat bukti kepemilikan 
menciptakan keseragaman standar pembuktian, mengurangi dualisme alat 
bukti, serta meningkatkan tertib administrasi di bidang pertanahan. 

Rekomendasi penelitian ini menegaskan pemerintah perlu meningkatkan 
sosialisasi agar pemegang girik dan Sertifikat C dapat segera memperoleh 
sertifikat hak milik tanah yang sah. Masyarakat dianjurkan untuk mendaftarkan 
tanah mereka guna menghindari sengketa hukum. Penelitian lebih lanjut 
diperlukan mengenai efektivitas penghapusan dokumen tradisional, terutama 
dampaknya terhadap kelompok rentan, untuk pengembangan hukum tanah 
yang lebih adil.  

Kata kunci : Girik, Letter C, Pendaftaran Tanah, PP No. 18 tahun 2021.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

     Tanah adalah aset paling penting yang bukan sekedar bernilai ekonomi 

tinggi serta memiliki fungsi kemasyarakatan dalam strategis kehidupan di 

Indonesia. Kavling dan struktur bangunan adalah komoditas yang memiliki 

signifikan krusial dalam keberlangsungan hidup manusia, dikarenakan 

pengaruhnya terhadap eksistensi setiap pribadi.1 Hingga saat ini, tanah tetap 

menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh penduduk Indonesia, mengingat 

relasi yang erat dan tak dapat terpisahkan anatara manusia dengan tanah, baik 

dalam dalam kaapasitas sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat. Mengingat urgensi tanah bagi eksisitensi manusia, konstitusi 

negara telah mengaturnya dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “ Bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.” 

Untuk implementasi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 maka di undangkan Undang-Undang Nomor 

                                                
1Sardjono, A. (2018). Kedudukan Girik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah dalam Hukum Positif 
Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 144-163. 
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5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2 

Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan aspirasi yang diupayakan 

oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk merrformasi secara menyeluruh 

sistem serta filosofis agraria di indonesia guna mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi seluruh warga negara. 

Isu pertahanan merupakan persoalan yang sangat krusial dan memiliki arti 

penting sebelum Indonesia merdeka, sistem hukum agraria yang berlaku 

adalah peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda, yang di tandai dengan 

adanya dualisme hukum pertanahan. Terjadinya dualisme hukum pertanahan, 

yakni antara sistem Hukum Perdata Barat dan sistem Hukum Adat, yang 

memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum Perdata Barat diterapkan kepada  

golongan penduduk Eropa dan Timur Asing, dan disusun berdasarkan 

peraturan colonial seperti Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata) serta  Agrasiche Wet 1870. Sementara itu bagi penduduk bumiputra 

atau pribumi, diterapkan sistem tersirat berupa Hukum Adat yang didasari dari 

nilai-nilai lokal serta kearifan local yang hidup di tengah Masyarakat.3 

                                                
2 Yolanda Sulele, Fonnyke Pongkorung, dk. (2025). Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Hak 
Atas Tanah Melalui Buku Letter C, Petok D Dann Girik Dalam Sengketa Tanah Berdasarkan 
PP No. 18 Tahun 2021. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 13.(5), hlm. 1. 
 
3Aprilia. 2025. Analisis Yuridis Keberlakuan Letter C pada Pendaftaran Tanah Untuk Pertama 
Kali Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021. Jurnal  Hukum, Universitas PGRI Madiun. hlm.2. 
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Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagai ketentuan 

pelaksana di bidang pendaftaran tanah, yang selanjutnya mengalami 

perubahan dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Peraturan tersebut bermaksud mewujudkan penyatuan hukum pertanahan, 

mengapus dualisme system hukum kolonial, dan Sistem agraria nasional 

diselenggarakan dengan maksud memberikan kepastian sekaligus 

perlindungan hukum bagi hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pengaturan 

yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia tidak hanya menitikberatkan 

pada segi administratif, tetapi juga berfungsi untuk memberikan jaminan 

kejelasan hukum kepada setiap piak yang menguasai maupun memiliki tanah.4 

Registrasi tanah adalah  subjek yang krusial dalam UUPA karena menjadi 

tahap awal yang menentukan dalam pembentukan alat bukti kepemilikan hak 

atas tanah.5 Pelaksanaan registrasi tanah diselenggarakan guna memberikan 

jaminan kepastian hukum. Hal ini mencapai melalui penerbitan sertifikat yang 

berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan memiliki 

kekuatan pembuktian yang kuat. Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah 

menjadi dasar penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, 

                                                
4Opt.cit. hlm. 2. 
5Supriadi. 2022. Hukum Agraria. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 152. 
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menimalisir potensi sengketa, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi 

kegiatan investasi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai kepastian 

hukum di bidang pertanahan adalah pendaftaran tanah.6 Meskipun demikian, 

penerapan prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai 

kendala. Hingga saat ini, diantara sebagian besar masyarakat masih ada yang 

menguasai lahan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan sertifikat resmi dan hanya 

berlandaskan pada dokumen administratif seperti Girik, Letter C, maupun 

Petok D. Arsip data tersebut sering digunakan sebagai landasan untuk klaim 

5kepemilikan tanah secara turun-temurun. Namun dari segi hukum, dokumen 

tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk 

memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada pemilik tanah. Selain 

itu, karena dokumen tersebut tidak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 

dalam sistem administrasi pertanahan nasional, keberadaannya relatif rentan 

terhadap penyalahgunaan, manipulasi, serta berpotensi menimbulkan 

sengketa, termasuk praktik yang berkaitan dengan mafia tanah.7 

Salah satu contoh Salah satu contoh sengketa pertanahan yang menarik 

perhatian publik nasional adalah konflik antara Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG) melalui organisasi masyarakat GRIB Jaya di Kelurahan 

                                                
6Mira Novana Ardani. (2021). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah 
sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Jurnal Gema 
Keadilan, 6(3), hlm. 272. 
7ShintiyaPermataPuteri & AsmaraniRaml. (2025). Kepastian Hukum Letter C Sebagai Bukti 
Kepemilikan Tanah dalam Perspektif PP Nomor 18 Tahun 2021. Jurnal Ilmu Hukum, 
Humaniora, dan Politik. Universitas Negeri Semarang, 5(5), hlm. 3759. 
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Pondok Betung, Tangerang Selatan. Bidang tanah seluas 127.780 meter 

persegi yang telah memiliki sertifikat atas nama BMKG sejak tahun 2003 

dipersoalkan oleh sekelompok warga yang mengklaim kepemilikan secara 

turun-temurun dengan dasar dokumen lama berupa girik. Pada Sabtu, 24 Mei 

2025, aparat kepolisian melakukan penertiban dengan membongkar posko di 

lokasi tersebut serta mengamankan 17 orang yang terdiri dari anggota ormas 

GRIB Jaya dan pihak yang menyatakan sebagai pewaris, atas diduga 

menempati aset negara tanpa hak yang sah. Salah satu tersangka berinisial Y 

menyatakan memiliki alas hak berupa girik, namun tidak dapat menjelaskan 

nomor maupun luas tanah yang diklaim serta tidak mampu menunjukkan 

dokumen tersebut kepada penyidik. Klaim tersebut kemudian berhadapan 

dengan bukti kepemilikan resmi yang dimiliki negara, yaitu Sertifikat Hak Pakai 

Nomor 1/Pondok Betung yang diterbitkan pada tahun 2003 atas nama BMKG 

yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/Pdt/2000 

tertanggal 8 Januari 2007. Peristiwa ini menunjukkan adanya pertentangan 

antara penggunaan dokumen administratif lama dengan dokumen pembuktian 

lahan yang sudah terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional. 

Kasus ini menyoroti konflik antara bukti administratif trdisional berupa girik dan 

sertifikat hak pakai sebagai bukti yang kuat berdasarkan hukum positif.8 

                                                
8Riza Aslam Khaeron. (2025, 27 Mei). Belajar Dari Sengketa Tanah BMKG, Apa Itu Girik Dan 
Kapan Mulai Tidak Berlaku?. MetroTV. Di akses pada tanggal 30 Januari 2026. 

4
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Dari kondisi tesebut menciptakan peluang untuk penguasaan atau perebutan 

lahan secara ilegal, termasuk manipulasi dokumen dan praktik mafia tanah 

yang merugikan pemilik sah. Secara normatif, tindakan untuk menguasai atau 

mengendalikan properti orang lain tanpa dasar hukum yang sah bertentangan 

dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam perspektif hukum islam 

larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 : 

لَكُم تأَۡكلُوُٓا   وَلَ  طِلِ  بيَۡنَكُم أمَۡوََٰ نۡ  فَرِيقٗا لِتأَۡكلُوُا   ٱلۡحُكَّامِ  إِلَى بِهَآ  وَتدُۡلوُا   بٱِلۡبََٰ لِ  م ِ ث ٱلنَّاسِ  أمَۡوََٰ  وَأنَتمُۡ  بِٱلِۡۡ

 تعَۡلَمُونَ 

Artinnya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui. 

Ketentuan ini menyiratkan bahwa segala bentuk kepemilikan properti tanpa 

hak yang sah adalah perbuatan yang patut dipertanyakan dan bertentangan 

dengan prinsip keadilan. Dalam konteks urusan pertanahan, nilai ini relevan 

dengan praktik klaim sepihak yang merajalela, penggunaan dokumen 

administratif yang lemah seperti girik atau Letter C untuk mengambil alih tanah 

milik orang lain, dan bahkan kegiatan mafia tanah yang memanfaatkan celah 

hukum untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Oleh sebab itu, 

penegasan terhadap sistem pendaftaran tanah serta pengakuan sertifikat 

2

Page 13 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3480502026

Page 13 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3480502026



sebagai instrumen pembuktian kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku sebagai langkah konkret negara dalam mencegah praktik 

penguasaan tanah yang bertentangan dengan hukum. Upaya tersebut 

sekaligus bertujuan mewujudkan kepastian hukum serta menawarkan jaminan  

bagi individu secara sah atas properti. 

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dianalisis sejak 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 

Peraturan ini secara tegas menegaskan bahwa bukti hak kepemilikan atas 

properti tanah yang sah secara hukum adalah sertifikat yang diterbitkan oleh 

Menteri Agraria atau otoritas yang berwenang. Selain itu, regulasi tersebut juga 

mengatur kewajiban untuk mendaftaran tanah yang belum tercatat 

sebelumnya, bagi individu pemilik bukti dokumen kepemilikan lama berupa 

dokumen tertulis atas tanah adat yang dikuasai secara pribadi, dengan batas 

waktu lima tahun sejak peraturan mulai berlaku. Ketentuan ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa: alat bukti tertulis 

mengenai tanah bekas milik adat yang dimemiliki  perorangan harus 

didaftarkan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan 

pemerintah ini berlaku. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan status sertifikat 

tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum penuh, 

6

8

20

27

29

Page 14 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3480502026

Page 14 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3480502026



sehingga dokumen seperti Girik dan Letter C tidak lagi diposisikan sebagai 

arsip hak, bukan sebagai tanda penguasaan administratif atas tanah. 

Secara normatif, penghapusan pengakuan terhadap Girik dan Letler C sebagai 

bukti kepemilikan bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan 

mendukung sistem pendaftaran tanah yang terstandarisasi. Namun, 

perubahan kebijakan hukum ini juga menimbulkan permasalahan hukum 

khuususnya mengenai status hukum Girik dan Letter C setelah dibelakukannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta implikasi yuridisnya dalam 

menjamin kepastiian hukum hak atas tanah. Hingga saat ini,studi yang secara 

khusus menganilisis konstruksi hukum dan akibat yuridis dari penghapusan 

bukti-bukti ini masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian normatif untuk 

memeriksa secara sistematis berdasarkan Perundang-Undangan dan Doktrin 

Hukum. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, Penulis merumuskan penelitian berjudul  

“Tinjauan Yuridis Penghapusan Girik dan Letter C sebagai Bukti 

Kepemilikan Tanah Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Girik dan Letter C sebagai bukti 

kepemilikan tanah setelah berlakunya PP No. 18 Tahun 2021? 

1
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2. Bagaimanakah  implikasi yuridis penghapusan Girik dan Letter C 

terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam sistem pendaftaran 

tanah di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Girik dan Letter 

C sebagai bukti kepemilikan tanah setelah berlakunya PP No. 18 Tahun 

2021. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis penghapusan 

Girik dan Letter C terhadap kepastian hukum, kepemilikan tanah dalam 

kerangka pendaftaran tanah di Indonesia. 

D.   Manfaat Penelitian 

        Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini 

diharapkan akan memberikan sumbangsi yang berarti. Adapun manfaat 

penelitian ini meliputi, antara lain: 

1. Manfaaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi yang berharga, baik 

dalam ranah pengembangan teori maupun praktik. Secara teoritis,  

temuan dari penelitian ini diproyeksikan untuk memperkaya 

pemahaman serta memperkaya kajian dalam bidang ilmu hukum, 

khususnya Hukum Agraria dan Hukum administrasi. Penelitian ini akan 

1
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menganalisis konsistensi dan koherensi kebijakan penghapusan Girik 

dan Letter C dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 harus 

dipahami dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

sebagai landasan hukum pokok dalam sektor pertanahan,Temuan 

penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi 

akademik dan studi lanjutan mengenai implikasi reformasi agraria 

digital terhadap hak-hak masyarakat umum dan kelompok yang kurang 

beruntung.  

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang 

signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, terutama bagi 

pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) hasil 

penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap implementasi kebijakan, 

mengidentifikasi tantangan di lapangan dan memberikan rekomendasi 

untuk penyempurnaab regukasi atau sosialisasi lebih lanjut. Bagi 

Masyarakat pemegang Girik dan Letter C, penelitian ini berfungsi 

sebagai sumber informasi yang komprehensif mengenai konsekuensi 

hukum dari kebijakan penghapusan, prosedur konversi ke sertifikat, 

serta hak dan kewajiban mereka dalam transisi ini. Sehingga dapat 

meninngkatkan kesadarn hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam 

pendaftaran tanah. Terakhir, bagi praktisis hukum seperti Notaris, 
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PPAT, Pengacara, Hakim, penelitian inni dapat dijadikan sebagai 

referensi dan pedoman dalam menangani kasus-kasus pertanahan 

terkait dangan bukti kepemilikan lama, serta menyelesaikan sengketa 

yang mungkin timbul selama masa transisi ini. Secara  keseluruhan, 

Penelitian ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum serta 

memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap kepemilikan hak 

atas kepemilikan tanah di Indonesia 
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